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      Kecamatan Mariso Kota Makassar.   
  
Judul skripsi ini adalah “Studi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur 
Litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar”. Pokok masalah utama dalam skripsi ini 
yakni mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan factor-faktor penghambat 
penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar. 
Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 
deskriptif (descriptive research). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar 
khususnya Pengadilan Negeri Makassar. Populasi dari penelitian ini merupakan 
keseluruhan dari objek yang diteliti yakni sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan 
Mariso Kota Makassar yang menurut pengetahuan peneliti bulan Januari sampai dengan 
desember 2013 terdapat banyak kasus sengketa. Sampel yang diambil adalah kasus 
sengketa yang diselesaikan melalui proses litigasi. Jenis dan sumber data terdiri dari data 
primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tangan pertama atau langsung dari 
subjek/objek penelitian dan data sekunder yaitu data yag diperoleh dari perpustakaan, 
artikerl dalam majalah, jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dan sumber media masa 
lainnya serta hasil penelitian terdahulu. teknik pengumpulan data diperoleh dengan 
menggunakan library research dan field research. Terakhir data dianalisis dengan 
menggunakan metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola serta menemukan 
apa yang dapat dipelajari dan diceritakan kepada orang lain 
Kesimpulan yang diperoleh bahwa banyak kasus sengketa yang masuk dalam 
proses litigasi, namun, tidak banyak kasus yang diputus bahkan dari banyaknya kasus 
yang terjadi, hanya sebagian kasus sengketa tanah yang diputus. Selanjutnya, dalam 
menyelesaikan kasus sengketa tanah secara litigasi dapat ditempuh melalui Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Factor-faktor penghambat penyelesaian 
sengketa tanah melalui jalur litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar adalah 
Kurangnya kepastian hokum, Hakim yang “awam” (pada dasarnya hakim harus paham 
terhadap semua jenis hukum), Dalam menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa 
tanah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang menyelesaikan secara litigasi akan 




A. Latar Belakang  
Hakikatnya, pekembangan zaman dinilai dari keberhasilan pelaksanaan 
pembangunan dalam suatu Negara. Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar 
bagi kehidupan manusia dan merupakan satu modal pembangunan yang memiliki nilai 
strategis demi tercapainya masyarakat adil dan makmur baik dari sisi material, spiritual. 
Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bahwa tanah merupakan hal 
utama yang dalam penggunaannya mengutamakan keadilan dan kepentingan umum. 
Pengertian kepentingan umum yang dimaksud, dirumuskan dalam Pasal 1 Bulir 3 
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan umum, sebagai kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat.  
Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 merupakan salah satu landasan 
Konstitusional lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa: “Bumi, air serta kekayaan yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”.1 
                                                 
1
 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Beserta Seluruh Perubahannya, Pasal 33 Ayat 
3 
Maksud dari bunyi pasal di atas, bahwa Negara menjamin seluruh masyarakat 
untuk memiliki bumi, air dan kekayaan Negara dengan dan tanpa melanggar aturan dan 
ketentuan yang berlaku.  
Pada prinsipnya, pelaksanaan pembaruan agrarian tentang pembaruan dan 
pengelolaan sumber daya alam, harus memperhatikan fungsi dan peranan social agar 
dalam penggunaannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
masyarakat. Disamping itu, kelestarian perlu diperhatikan dengan dilakukannya 
penataan kembalai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya 
alam khususnya pada persoalan tanah dengan memperhatikan tujuan kepemilikan tanah. 
Oleh karena itu, berdasarkan pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria bahwa pemerintah 
melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai suatu proses 
pelayanan yang terdiri dari aktifitas lapangan, administrasi dan penerapan hokum.  
Sifat tanah tang statis, relative tetap dan tidak berubah luasnya, mengakibatlan 
ketidakseimbangan ketersediaan tanah dengan kebutuhan yang besar dan akan 
menimbulkan benturan kepentingan antara berbagai aspek serta perilaku dan sikap 
masyarakat dengan lebih mengutamaan hak disbanding dengan kewajibannya. Hal ini 
akan berimplikasi pada kerugian berbagai pihak. Kondisi ini kemudian memicu 
terjadinya sengketa tanah di berbagai daerah yang semakin hari semakin meningkat dan 
tidak hanya terjadi di Kota-kota, melainkan telah menjalar kedesa-desa.  
Umumnya, sengketa tanah yang terjadi di kota didomiasi oleh adanya 
penyeobotan (penduduk tanpa izin) atau penggusura dan bongkar paksa.  
Persoalan sengketa pertanahan di negeri apabila diakumulasi berdasarkan perkara 
yang masuk ke Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, berkisar antara 65% 
hingga 75% setiap tahunnya dan belum terhitung yang selesai ketika diputus pada 
tingkat pertama maupun tingkat banding.
2
 Sebagian besar, kasus-kasus tersebut berasald 
ari lingkungan peradilan umum. Disamping itu, terdapat pula perkara-perkara tanah 
yang masuk kedalam lingkungan peradilan agama (seperti misanya sengketa tanah 
warisan dan tanah wakaf) dan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negra (seperti 
misalnya tuntutan pembatalan sertifikat tanah).  
Munculnya sengketa pertanahan dimaksud antara lain karena tanah utamanya di 
daerah perotaan sudah menjadi komoditas  primadona. Dalam kurun waktu sepuluh 
tahun saja, harga tanah di kota sudah berlipat ganda sekitar 200% - 500%.
3
 Hal ini 
karena didukung oleh kegiatan pembangunan yang berlangsung disekitar tanah-tanah 
tersebut.  
Kegiatan pembangunan yag berlangsung disekitar tanah yang bersengketa turut 
memicu peningkatan nilai tanahnya sehingga harganya dapat melangit dan menjadikan 
tannah sebagai salah satu sumber sengketa spekulasi tanah (land speculation). Selain itu, 
juga merupakan pemicu yang tidak kalah penntingnya bagi terjadinya berbagai sengketa 
pertanahan disamping alasan pokok yakni semakin tidak seimbangnya pertubuhan 
penduduk dengan luas tanah yang tersedia.  
                                                 
2
 Badan Pertanahan Nasional, Masalah-masalah Pertanahan di Indonesia (Makalah) (Jakarta: 
Biro Hukum dan Humas BPN, 2001), h. 11.. 
3
 Ibid., h. 13. 
Dalam sengketa tanah, tidak selamanya hanya berpangkal pada tuntutan warga 
masyarakat terhadap tanahnya yanag dicaplok oleh orang lain yang tidak berhak tetapi 
tidak jarang terjadi tuntutan mereka yang merasa berhak dan orang-orang yang 
berspekulasi menuntut tanah orang lain yang ingin dikuasainya karena mereka 
mengatahui si pemilik tidak memiliki bukti yang kuat terhadap tanahnya. Selain itu, juga 
tidak jarang terjadi sengketa tanah yang justru berpangkal pada tidak adanya jaminan 
kepastian hokum darii alat bukti yang diimiliki pemilik tanah termasuk sertifikat tanah 
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa sertifikat tanah.  
Sengketa tanah juga banyak  terjadi berenaan dengan berbagai transaksi tanah 
yang dimundulkan dalam berbagai model transaksi bisnis yang dapat memungkinkan 
beralihnya kepemilikan atau penguasaan tanah dari tangan yang satu ketangan yang lain 
tanpa disadari atau sepengetahuan dari mereka yang sebenarnya berhak atas tanah yang 
bersangkutan. Pemilik dan penguasaan tanah terasa masih belum mendapat jaminan 
yang kuat dari perangkat hokum yang berlaku. Terdapat pula sengketa pertanahan 
dimana pemilik tanah atau mereka yang menguasai tanah berhadapan dengan instansi 
pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang berada dibawah naungan pemerintah.  
Penyelesaian melalui pengadilan terkadang dirasakan oleh masyarakat sangat 
tidak memuaskan. Tidak sedikit dari mereka yang telah menduduki tanah selam 
abertahun-tahun ditolak gugatannya untuk mempertahankan hak atau mendapatkan hak 
mereka karena adanya pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan, atau 
sebaliknya gugatan seseorang terhadap penguasaan tanah tertentu dikabulkan pengadilan 
walaupun bagi pihak yang menguasai tanah tidak cukup bukti atau gugatan kurang 
beralasan.  
Banyak perkara yang masuk kepengadilan, yang dirasakan tidak memuaskan 
adalah karena banyak pengadilan yang memutus dengan menyatakan gugatan tidak 
dapat diterima atau “niet van ontvankelijke” yang lazim dikenal dengan NO oleh karena 
penggugat mengajukan gugatan tidak sempurna berkenaan dengan letak, ukuran tanah 
dan batas-batas tanah yang digugat masih kabur atau tidak jelas.
4
 Gugatan juga 
dinyatakan tidak dapat diterima apabila penggugat hanya menggugat mereka yang 
menguasai tanah saja sedangkan jelas dan diketahui bahwa tergugat mendapatkan tanah 
dari orang tertentu sedangkan orang tersebut tidak digugat dalam perkara yang 
bersangkutan. 
Upaya hokum terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima 
adalah dengann mengggugat kembali yakni dengan upaya banding, kasasi atau 
peninjauan kembali. Upaya hokum tersebut diambul bilamana mereka berkeyakinan 
bahwa gugatannya sudah cukup jelas dan cukup pihak. Langkah menempuh upaya 
hokum kadangkala berhasil bilamana pengadilan tinggi selaku pengadilan banding atau 
mahkamah agung selaku pengadilan kasasi membatalkan putusan “judex facti” tersevut 
tetapi tidak sedikit pula Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO), 
akibatnya banyak perkara pertanahan yang berlangsung selama puluhan tahun dan tidak 
                                                 
4
 ibid., h. 15. 
pernah menemui ujung pangkal penyelesaian dan penyelesaian perkara pertanahan 
menjadi berlarut-larut.  
Sengketa tanah tidak dapat dipisahkan dalam kaitannya dengan konsep Negara 
Kesatuan republic Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat 33 UUD 1945, karena itu 
apabila terjadi sengketa mesti diselesaikan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku 
agar tercipta rasa keadilan dalam masyarakat sebagai implementasi dari hokum yang 
demokratis.  
Firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat Ayat 9 :  
                           
                                   
        
Terjemahnya :  
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah 
kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian 
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi 
sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah 
antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
5
 
Sengketa tanah secara umum akan semakin meningkat pada daerah dan 
masyarakat yang sedang berkembang misalnya Kota Makassar. Kota Makassar sebagai 
salah satu Pusat Perekonomian di Indonesia Timur memiliki potensi sengketa tanah yang 
cukup memungkinkan dimana tanah dapat menjadi jaminan penghasilan dari sisi 
                                                 
5
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran, 2002), h. 615. 
ekonomi. Hal ini dapat dilihat darii bebagai konflik pertanahan yang terjadi di Kota 
Makassar. Pemicu terjadinya konflik pertanahan di Kota Makassar bukan hanya 
disebabkan oleh akurasi data yang kurang dimiliki oleh setiap pemilik tanah akan tetapi 
juga disebabkan status kepemilikan tanah serta tanah warisan yang kurang jelas asalnya 
dari mana.  
B. Rumusan Masalah  
Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah sejauhmana studi penyelesaian 
sengketa tanah melalui jalur litigasi di Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang dibagi 
kedalam beberapa sub pokok masalah yaitu:  
1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di 
Kecamatan Mariso Kota Makassar? 
2. Apa factor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur 
litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar? 
C. Hipotesis  
Hipotesis merupakan gambaran jawaban sementara yang diberikan peneliti 
sebelum melakukan penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian yang berjudul “Studi 
Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Jalur Litigasi di Kecamatan Mariso Kota 
Makassar” adalah sebagai berikut: 
1. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di Kecamatan 
Mariso Kota Makassar pada dasarnya menace pada peraturan perundang-
undangan khususnya KUHPerdata dan Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA). 
2. Factor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi 
di Kecamatan Mariso Kota Makassar adalah : 
a. Yang mengatur ialah hakim; 
b. Prosedur yang panjang dan sangat formal; 
c. Pembuktiannya sangat formal; 
d. Jangka waktu penyelesaiannya cukup lama; 
e. Biaya yang cukup mahal; 
f.  Kepastian hokum bagi para pihak tidak dapat diperoleh secara utuh 
sebab: 
1) Beberapa upaya hokum yang lain seperti verzet maupun peninjauan 
kembali masih terbuka; 
2) Sebagian besar kalangan masyarakat memiliki presepsi yang berbeda 
dan menganggap bahwa putusan pengadilan tidak mencerminkan 
asas keadilan dan kesamaan hak didalam hokum. 
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  
Untuk dapat memberikan gambaran dan pemehaman yang jelas dalam penelitia 
ini, maka peneliti mengemukakan defenisi dari judul, yakni: 
1. Penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan menyelesaikan (berbagai hal 
seperti pemberesan/pemecahan.
6
 Namun penyelesaian yang dimaksud dalam 
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 Dendi Sugono dkk, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarat: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan 
Nasional, 2007) h. 213.  
penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan menyelesaikan 
sengketa/perselisihan tanah melelui jalur peradilan/litigasi; 
2. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau 
konflik. Konflik berari adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, 
kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek 
permasalahan.
7
 Hal ini sebagaimana ungkapan Winardi bahwa pertentangan 
yang terjadi antara individu-individu atau antar kelompok yang memiliki 
hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan yang 
menimbulkan akibat hokum antara satu dengan yang lain;
8
 
3. Litigasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti salah satu 
proses pennyelesaian sengketa melalui jalur peradilan;
9
 
4. Tanah dalam istilah agrarian berasal dari beberap bahasa. Dalam bahasa latin, 
tanah adalah ogre (tanah/sebidang tanah). Grarius berarti persawahan, 
perladangan, pertanian.
10
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia agrarian 
berati urusan pertanahan atau tanah pertanian yang juga urusan pemilik 
tanah.
11
 Dalam bahasa inggris Agraria selalu diarttikan tanah dan 
dihubungkan dengan usaha pertanian. Undang-undang Pokok Agraria 
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 Erman Rajagukguk, Hukum Agraria (Jakarta: Penerbit Chandra Pratama, 1995), h. 46.  
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(UUPA) memiliki arti yang memiliki cakupan luas yaitu meliputi bumi, air 
dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya.  
Tanah merupakan permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi 
bagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada 
diatasnya
12
 sesuai dengan pembatasan dalam Pasal 4 Undang-undang Pokok 
Agraria (UUPA) yaitu sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan dalam batas-batas 
menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan 
lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi dan setingggi berapa 
ruang yang digunakan ditentukan oleh tujuan penggunaannya dalam batas-
batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh bumi itu sendiri, 
kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
E. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui 
jalur litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui 
jalur litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar. 
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 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.  
F. Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Manfaat teoritis yakni dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
bagi mahasiswa jurusan hokum dalam mendalami persoalan sengketa dan 
penyelesaiannya khuususnya dalam jalur litigasi; 
2. Manfaat prektis yakni dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan yang mendalam bagi masyarakat pada proses penyelesaian sengketa 

















KAJIAN PUSTAKA  
A. Landasan Teori  
Istilah perkara atau sengketa perdata lazim dikenal dan dipergunakan dalam 
bahasa sehari-hari. Namun, hingga saat ini belum terdapat definisi yang jelas dan tepat 
mengenai perkara perdata yang menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986  
masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum. Definisi yang ada sekadar 
mengidentifikasi hubungan-hubungan hukum atau objek apa saja yang masuk dalam 
perkara perdata dan menjadi lingkup kewenangan hakim atau pengadilan perdata.  
Berikut dikemukakan beberapa pendapat mengenai perkara Perdata:  
a. Menurut Sudikno Mertokusumo:13 
Kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak 
milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang-piutang atau hak-hak keperdataan 
lainnya.  
b. Menurut Resna14  
Kekuasaan hukum dari pengadilan sepanjang mengenai pen gadilan perdata, ialah 
"segala perselisihan tentang hak kepunyaan (eigendom) dan hak-hak yang ke luar 
daripadanya, tentang tuntutan hutang-piutang atau hak-hak berdasarkan hukum 
perdata.  
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 Sudikno Mertokusumo,  Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007). 
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 R. Tresna, Peradilan di Indonesia darri Masa ke Masa (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 
136.  
c. Menurut Subekti15 
Semua perselisihan mengenai hak milik, hutang-piutang atau warisan seperti tersebut 
di atas atau juga dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya: hak-hak 
yang berdasarkan "hukum perdata" atau hukum sipil adalah semata-mata termasuk 
kekuasaan atau wewenang Hakim atau Pengadilan untuk me-mutuskannya, dalam 
hal ini Hakim atau Pengadilan Perdata.  
Batasan mengenai perkara perdata yang diformulasikan sebagai kewenangan 
hakim atau pengadilan perdata tersebut bersumber pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
Rechterlijk Organisatie (RO). Batasan tersebut terbatas pada sengketa atau perselisihan 
perdata (contensius).  Padahal, ruang lingkup perkara perdata bukan hanya soal sengketa 
atau perselisihan, melainkan juga perkara-perkara nonsengketa (voluntair).  
Tugas hakim dalam perkara perdata permohonan menurut Abdulkadir 
Muhammad,
16
  termasuk "jurisdictio voluntaria". Sedangkan dalam perkara perdata 
gugatan, tugas hakim "jurisdictio contentiosa". Jurisdictio voluntaria adalah suatu 
kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi bersifat 
administratif saja. Jurisdictio contentiosa adalah kewenangan mengadili dalam arti yang 
sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. 
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 R Subekti,  Hukum Pembuktian (Jakarta: Pra dnya Pa ramita, 1980), h. 5. 
16
 Abdulkadir  Muhammad,    Hukum  Acara   Perdata   Indonesia (Bandung: Alumni Bandung, 
1990), h. 18-19. 
Dalam Pasal 33 Ayat 3 Udang-undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa “bumi 
dan air dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
Maksud dari pasal di atas tersirat betapa pentingnya bumi dan air dan kekayaan 
alam sehingga penguasaan Negara diperlukan untuk dapat meminimalisir penguasaan 
berbagai pihak terhadap kepemilikan atas hal tersebut khususnya penguasaan serta 
kepemilikan tanah. 
Tanah merupakan sarana yang sangat vital bagi hidup dan penghidupan manusia. 
Namun disebabkan vitalnya tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah menurut Daniel 
Lewis dalam Sutaryono mengatakan bahwa tanah dapat menjadi salah satu factor dalam 
memperpanjangan konflik.  
Kemudian Dorcey dalam Mitchele dalam Sutaryono menyebutkan bahwa 
terdapat 4 penyebab terjadinya konflik, yaitu:
17
 
1. Perbedaan pengetahuan atau pemahaman; 
2. Perbedaan nilai; 
3. Perbedaan kepentingan; 
4. Persoalan pribadi atau karena sejarah. 
Dalam konteks pertanahan, masyarakat senantiasa berada dalam proses 
perubahan, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk mendapatkan tanah 
sebagai salah satu sarana untuk mendirikan tempat tinggal atau hal lain yang berguna 
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 Sutaryono dkk, Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnik di Kab. Sambas, Kalbar 
(Yogyakarta: Jurnal Pertanahan Bhumi STPN No. 13 Tahun 2005, 2005), h. 53.  
bagi kehidupan. Hal ini merupakan salah satu penyebab konflik pertanahan yang terus-
menerus antara anggota masyarakat. Setiap elemen masyaakat berkesempatan memberi 
sumbangan pada konflik pertanahan yang mendorong terjadinya disintegrasi social.  
Wiradi dalam Endrianto Soetarto dan Moh. Shohibuddin bahwa realitas 
keagrariaan di Indonesia secara mendasar bersifat konfliktual yakni suatu kondisi yang 
berakar pada ketimpangan atau incompatibilities menyangkut sumber-sumber agrarian 
dalam tiga bentuk sebagai berikut:
18
 
1. Ketimpangan dalam struktur kepemilikan dan penguasaan tanah; 
2. Ketimpangan dalam hal peruntukkan tanah; 
3. Incompatibility daam hal presepsi dan konsepsi mengenai agrarian. 
Berdasarkan pengertian tesebut, maka dapat dipahami bahwa pengertian konflik 
mempunyei pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu, istilah konflik digunakan dalam 
kasus pertanahan yang terkait dalam proses perkara pidana juga terkait dalam proses 
perdata serta proses perkara tata usaha Negara.  
Sementara itu, menurut Yang Pramadya Puspa dalam Muhallis bahwa sengketa 
disebut juga perkara yang dalam bahasa Belanda disebut geding, rechzaak dalam bahsa 
inggris disebut disebut case.
19
 Kemudian menurut W.J.S Poerwadarminta dalam 
Muhallis sengketa diartikan sebagai:
20
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 Ibid., 
1. Pertengkaran, perbantahan, misalnya oleh sebab uang sepicis maka timbul 
sengketa yang mengakibatkan perkelahian hebat; 
2. Pertikaian, perselisihan, pencederaan, mmisalnya dikhawatirkan bahwa 
sengketa antara partai-partai itu dapat meretakkan persatuan bangsa 
Indonesia; 
3. Perkara (dalam pengadilan) misalnya setengah orang berpendapat bahwa 
nasionalisasi tambang minyak di Iran itu suatu sengketa Internasional yang 
harus diseleskan oleh Mahkamah Internasional.  
Selanajutnya, Rachmadi Usman dalam Sarjita menegaskan bahwa suatu konflik 
tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya 
memendam perasaan tidak puas atas keprihatiannya, sebaliknya akan berkembang, 
apabila telah manyatakan secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai 
penyebab kerugian atau pihak lain.
21
 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik dapat berubah menjadi 
sengketa apabila tiidak dapat diselesaikan. 
Pada umumnya, dalam masyarakat yang belum memehami penyebab sengketa 
perlu diberikan pengetahuan hokum yang cukup. Tidak saja pada persoalan pertanahan, 
tetapi juga pada hokum antar orang, hokum benda hokum perjanjian dan hokum-hukum 
lainnya khususnya yang terangkum dalam KUH Perdata.  
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 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah 
(Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003), h. 23.  
Secara garis besar, sengketa tanah beraspek yuridis memerlukan penyelesaian 
berupa keputusan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ada 
kemungkinan untuk melakukan gugatan. Sengketa tanah biasanya timbul sebagai 
konsekuesi dari pembangunan serta semakin meningkatnya kebutuhan manusia, 
sementara sumber-sumber yang tersedia semakin sedikit dan mengakibatkan ketidak 
seimbangan. 
Risnarto mengemukakan bahwa ruang liingkup pertanahan yang meliputi 
hubungan penguasaan pemilikan dan hubungan penggunaan pemanfaatan dapat 
dibedakan hubungan secara fisik (de facto) dan hubungan secara yuridis (de jure) yang 




1. Adanya sebidang tanah yang dikuasai secara fisik namun tidak diikuti dengan 
hak kepemilikan atas tanah (sering dikenal dengan okupasi liar); 
2. Adanya sebidang tanah yang dikuasai dengan hak kepemilikan atas tanah 
namun tidak diiuti dengan pemanfaatan sesuai dengan tujuan pemberi 
haknya; 
3. Adanya sebidang tanah yang digunakan dan dimanfaatkan secara fisik namun 
tidak sesuai arahan tata guna tanah maupun rencana tata ruangnya sehingga 
berpotensi menimbulkan kerusakan tanah dan lingkungan sekitarnya. 
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 Risnarto, Analisis Manajemen Agraria Indonesia (Bogor: Institut Pertanian Bogor/ITB, 2006), 
h. 10.  
BPN dalam Syukri Menyebutkan penyebab sengketa tanah ditinjau dari segi 
permasalahannya dapat di bagi kedalam beberapa bagian, yaitu:
23
 
1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan; 
2. Seiring dengan waktu nilai ekonomi tanah semakin hari semakin meningkat 
dengan cepat; 
3. Kondisi masyarakat yang makin menyadari dan mengerti kepentingan akan 
haknya; 
4. Iklim keterbukaan sebagai satu kebijaksanaan yang sering digariskan oleh 
pemerintah; 
5. Masih adanya oknum-oknum apara pemerintah yang belum menyadari dan 
belum dapat menangkap aspirasi masyarakat; 
6. Adanya pihak-pirak yang menggunakan kesempatan untuk mencari 
keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakannya untuk 
kepentingan politik. 
B. Jenis-Jenis Sengketa Tanah  
Berdasarkan pada pengertian sengketa tanah, sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 
1999 bahwa sebetulnya sengketa pertanahan dapat diklasifikasikan mengenai substansi 
atau pihak-pihak yang bersengketa.  
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 M. Syukri, Studi Sengketa Tanah di Kabbupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan (Jogjakarta:: 
Skripsi, 2005) h. 10.  
Dilihat dari substansinya, maka dapat digambarkan bahwa sengketa pertanahan 
adalah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan: 
1. Penguasaan, pemilikan dan penggunaannya; 
2. Prosedur dan syarat-syarat dalam pemberian hak atas tanah; 
3. Prosedur dan syarat-syarat dalam penerbitan tanda bukti hak termasuk 
peralihan haknya. 
Kemudian Pasal 26 dan 27 pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan 
dan penyajiab data fisik dan yuridis serta persengketaan yang terjadi. Dalam kegiatan 




1. Sengketa data fisik 
Sengketa data fisik yaitu sengketa yang menyangkut keterangan mengenai 
letak, batas dan luas bidang tanah yang sudah didaftar termasuk keterangan 
mengnai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sengketa yang 
termasuk dalam kategoris ini adalah: 
a) Sengketa batas yaitu menyangkut terjadinya kesalahan pengukuran batas-
batas bidang tanah yang disebabkan tidak adanya kesepakatan antara 
pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang berbatasan; 
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 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 
Tentang Pendaftaran Tanah 
b) Sengketa ganti kerugiaan yaitu menyangkut kesepakatan bersarnya nilai 
ganti rugi serta tata cara pembayaranya.  
2. Sengketa data yuridis,  
Sengketa data yuridis yaitu sengketa yang menyengkut mengenai status 
hokum tanah dan satuan rumah susun yang didaftar. Sengketa yang masuk 
dalam kategori ini adalah sebagai berikut: 
a) Sengketa waris, yaitu sengketa menyangkut siapa saja yang berhak atas 
tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan peraturan yang 
berlaku; 
b) Sengketa pengaturan penguasaan tanah yanitu sengketa yang menyangkut 
pemilikan tanah yang tisak sesuai dengan ketentusn yang berlaku 
misalnya kepemilikan tanah obsente dan permukaan tanah yang melebihi 
batas maksimum; 
c) Sengketa sertifikat ganda, yaitu terjadia akibat adanya pemalsuan alas hak 
untuk mendapatkan sertifikat tanah oleh orang yang tidak bertanggung 
jawab. 
C. Penyelesaian Sengketa Tanah  
Penyelesaian sengketa tanah senantiasa diupayakan agar tetap mengikuti tata cara 
dan prosedur yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
Pentingnya mengindahkan ketentuan peraturan dimaksud karena untuk menghindari 
tindakan melanggar hokum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu penyelesaian 
melalui jalur non peradilan (perundingan/musyawarah atau negisiasi, konsiliasi, mediasi 
dan arbitrase) dan jalur peradilan/litigasi. Apabila usaha musyawarah tidak menemukan 
kesepakatan maka yang bersangkutan/pihak yang bersengketa dapat mengajukan 
masalahnya kepengadilan (Pengadilan Negeri Atau Pengadilan Tata Usaha Negara).  
1. Melalui Non Peradilan  
Penyelesaian sengketa atau konflik di luar pengadilan (non peradilan /non 
litigasi) lebih dikenal dengan istilah Alternati Penyelesaian Sengketa (APS) atau 
Alternatif Dispute Resolution (ADR).
25
 Pasal 1 Bulir 10 Undang-undang Nomor 30 
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengartikan 
bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni Penyelesaia di luar 
pengadilan dengan cara konsultasi, konsolidasi, mediasi atau penilaian ahli.
26
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a) Konsiliasi (conciliation).  
Dalam bentuk ini sengketa diselesaikan melalui parlemen atau kursi parlemen 
dimana kedua belah pihak berdiskusi, berdebat secara terbuka atau bebas 
untuk mencapai kesepakatan.  
b) Mediasi 
Dalam bentuk ini kedua belah pihak sepakat mencari penasehat dari pihak 
ketiga. Penyelesaian sengketa/konflik melalui bentuk ini masalah akan 
diselesaikan melalui bantuan seseorang atau seorang ahli maupun melalui 
seorang mediator. Pihak ketiga yang memberikan bantuan ini harus bersifat 
netral atau tidak memihak (independent). Mediator berkewajiban 
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para 
pihak.  
c) Arbitran  
Dalam bentuk ini kedua belah piha bersepakat untuk mendapatkan keputusan 
yang bersifat legal sebagai jalur keluar bagi sengketa/konflik. Pasal 1 Bulir 1 
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa bahwa Arbitrase adalah suatu perkara perdata di luar 
pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian-perjanjian arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.  
d) Musyawarah (negotiation) 
Musyawarah sebagai satu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa 
melalui peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar 
kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.  
2. Melalui Peradilan/Litigasi 
Penyelesaian sengketa/konflik melalui peradilan/litigasi diatur dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang 
tersebut dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 
Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan 
keadilan demi terselenggaranya Negara hokum Republik Indonesia sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang dasar 1945. 
Pasal 2 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksud dilaksanakan 
oleh badan-badan peradilan, diantaranya peradilan umum Menurut Undang-undang 
Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum) yang berwenang memeriksa, mengadili 
dan memutuskan perkara-perkara perdata termasuk didalam penyelesaian sengketa 
mengenai tanah sebagai bagian dari masalah-masalah hokum perdata pada umumnya. 
Selanjutnya Peradilan tata Usaha Negara (Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 
Tentang Peradilan tata Usaha Negara) yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata 
Usaha Negara dan Peradilan Agama (menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 
Tentang Peradilan Agama) yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah diantaranya 
karena akibat dari peristiwa hokum misalnya pewarisan.
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D. Kerangka Pikir  
Segala aktifitas yang dilaksanakan di atas tanah sebagai sarana dasar 
mengakibatkan kebutuhan akan meningkat. Disisi lain, tanah merupakan benda yang 
bernilai ekonomis dimana nilai tanah banyak dipengaruhi ditentukan oleh factor 
penggunaan dan penguasaan tanah yang menyangkut dari segi ekonomi, social, budaya, 
politik bahkan pertahanan keamanan.  
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah secara 
umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu: 
1. Kurang tertib administrasi dan manajemen pertanahan (BPN, intansi terkait) 
2. Ketidakseimbangan antara kesediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah, 
dimana manusia yang membangun terus meningkat sedangkan tanah mutlak 
stati dan tidak pernah berubah (tidak seimbangnya antara ketersediaan tanah 
dan kebutuhan akan tanah)  










































Nilai Tanah Yang Dinamis 




dan kebutuhan  
3. Tidak maksimalnya 
penerapan peraturan 
yang berlaku 
Penyelesaian Sengketa Tanah 
Litigasi Non Litigasi  
Peradilan : 
1. Peradilan Umum 
2. PTUN  
3. Peradilan Agama  
Non Peradilan : 
1. Musyawaran/Negosiasi 





A. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dekriptif (descriptive research) yakni 
prosedur pemecahan masalah yang diteliti yakni menggambarkan/melukiskan keadaan 
suatu objek penelitian seperti seseorang, lembaga, masyarakat (subjek hokum), dan hal-
hal lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.  
Pada penelitian ini, akan digambarkan mengenai penyelesaian sengketa melalui 
jalur peradilan/litigasi di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.  
B. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah Kecamatan Mariso, Kota Makassar, 
Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti sebab dari 
observasi yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kasus sengketa pertanahan yang 
dalam penyelesaiannya, khususnya melalui peradilan sering berujung pada bentrok dan 
rusuh bahan banyak yang memakan korban. 
C. Populasi dan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini adalah sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan 
Mariso Kota Makassar yang sepengetahuan peneliti bulan Januari sampai dengan 
desember 2013 terdapat banyak kasus sengketa. Sementara sampel yang diambil adalah 
salah satu kasus sengketa tersebut yang diselesaikan melalui proses litigasi.  
Peneliti memilih subjek (informan) yang dapat memberikan informasi yang 
peneliti butuhkan dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Teknik penetapan informan 
dalam penelitian ini dilakukan secara purposive (penarikan sampel bertujuan) yaitu 
pemilihan subjek secara sengaja oleh peneliti berdasarkan criteria pertimbangan tertentu.  
D. Jenis dan Sumber Data  
1. Data Primer  
Menurut Aristiono Nugroho data primer adalah data yang diperoleh langsung 
dari tangan pertama atau langsung dari subjek/objek penelitian.
29
 Data tersebut berupa 
jawaban dari wawancara yang dilakukan peneliti seperti dengan Kepala Kantor 
pertanahan, kepala-kepala seksi dalam lingkup kantor pertanahan, kepala sub seksi 
sengket, konflik dan perkara pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar dan 
masyarakat serta pihak-pihak lain yang bersengketa. 
2. Data sekunder  
Data sekunder merupakan data yang berasal bukan secara langsung dari pihak 
yang bersangkutan (objek yang diteliti) melainkan berasal dari pihak-pihak lain seperti 
literature perpustakaan, artikerl dalam majalah, jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan 
dan sumber media masa lainnya serta hasil penelitian terdahulu.
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mekanisme pelaksanaan peradilan serta laporan keadaan fisik masyarakat di Kecamatan 
Mariso Kota Makassar.  
E. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Library Research yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca 
buku-buku/literature yang dapat menjadi landasan teoridari topic yag diteliti, 
yakni jalur litigasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa tanah. 
2. Field Research yaitu pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh data 
dengan pengamatan langsung berupa pengumpulan data dari catatan-catatan 
atau dokumen pertanahan, disamping itu dilakukan interview dengan pejabat 
yang mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di 
Kecamatan Mariso Kota Makassar. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adadalah analisis deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Selayang Pandang Pengadilan Negeri Makassar 
Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan, yakni tepatnya 
pada tahun 1916. Pada awalnya selain berfungsi sebagai tempat penghukuman bagi 
rakyat pribumi, Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi tempat untuk mencari 
keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di makassar dan sekitarnya. Sejak 
masa kemerdekaan sampai sekarang gedung pengadilan Negeri Makassar sudah sering 
mengalami pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena 
itulah Gedung Pengadilan Negeri Makassar yang masih kental dengan corak khas 
belanda tersebut termasuk diantara situs-situs heritage (peninggalan bersejarah) yang 
dilindungi oleh Pemerintah Kota Makassar. 
Sejak tanggal 7 Maret 2005, Pengadilan Negeri Makassar resmi menjadi Pengadilan 
Kelas 1A khusus, hal ini ditandai dengan peresmian oleh Ketua Mahkamah Agung saat 
itu yakni Prof. DR. H. Bagir Manan, SH.,MCL. 
2. Visi 
Visi dibentuknya Pengadilan Negeri Makassar adalah "Mewujudkan Badan Peraidlan 
Indonesia Yang Agung" 
3. Misi 
Misi Pengadilan Negeri Makassar adalah:  
a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta 
memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur 
tangan pihak lain. 
c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat 
d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan 
dihormati. 
f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan 
transparan. 










 Sumber : Pengadilan Negeri Makassar 
5. Uraian Tugas 
a. Ketua Pengadilan Negeri 
1) Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas 
Pengadilan secara baik dan lancar. 
2) Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Baperjakat. 
3) Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Koordinator Pengawas 
Bidang. 
4) Memutuskan Para Hakim Hakim sebagai Pengawas Bidang tertentu. 
Dalam Bidang Perdata, Ketua Pengadilan Negeri bertugas:  
1) Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan. 
2) Menetapkan panjar biaya perkara. 
3) Dalam hal Pengugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua dapat 
mengizinkan untuk beracara prodeo. 
4) Membagi perkara gugatan kepada Majelis Hakim untuk disidangkan. 
5) Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan. 
6) Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar 
terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan teguran untuk memenuhi putusan 
serta merta,putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya. 
7) Menetapkan biaya Jurusita dan menetapkan biaya eksekusi. 
8) Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada 
gugatan perlawanan dan berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada 
permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung. 
9) Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
10) Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan kantor lelang 
Negara sebagai pelaksana lelang. 
11) Melaksanakan putusan serta merta, yaitu dalam hal perkara dimohonkan 
banding wajib minta izin kepada Pengadilan Tinggi dan Dalam hal perkara 
dimohonkan kasasi wajib izin kepada Mahkamah Agung. 
12) Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan. 
13) Melakukan penyumpahan terhadap permohonan kewarganegaraan yang 
telah memperoleh Surat Keputusan Presiden. 
14) Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang 
ingin menyatakan berbedaan pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis 
lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya. 
15) Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan 
Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil 
evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 
16) Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang Undang untuk 
membawa keluar dari ruang Kepaniteraan Daftar, catatan, risalah, berita acara 
serta berkas perkara. 
17) Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung 
atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan Hukum dan perkara kepada 
para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti 
dan Jurusita. 
b.  Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Dalam bidang perdata, Wakil Ketua Pengadilan Memiliki tugas yakni: 
1) Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan. 
2) Menetapkan panjar biaya perkara. 
3) Dalam hal Pengugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua dapat 
mengizinkan untuk beracara prodeo. 
4) Membagi perkara gugatan kepada Majelis Hakim untuk disidangkan. 
5) Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan. 
6) Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar 
terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran untuk memenuhi putusan 
serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya. 
7) Menetapkan biaya Jurusita dan menetapkan biaya eksekusi. 
8) Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada 
gugatan perlawanan dan berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada 
permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung. 
9) Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
10) Menetapkan pelaksanaan lelang, penggledahan, Register Ijin Penyitaan, 
Register Barang Bukti, Register Permohonan Banding, Register kasasi, Register 
Peninjauan Kembali dan Register Grasi. 
Administrasi Keuangan Pidana yang meliputi : 
1) Uang Bantuan Hukum. 
2) Uang Jaminan Penangguhan Penahanan. 
c. Hakim – Hakim Pengadilan Negeri 
1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, pelaksanakan serta pengorganisasiannya. 
2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang-bidang tertentu yang 
telah ditentukan dan melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan. 
3) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi dan 
tehnis yustisial. 
4) Menetapkan hari sidang. 
5) Menetapkan sita jaminan. 
6) Mengadakan pemeriksaan setempat. 
7) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis. 
8) Menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuk diucapkan. 
9) Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan. 
10) Mempelajari, mendiskusikan secara berkala keputusan/permasalahan hukum 
yang diterima dari Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 
11) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian 
dan Umum 
12) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Absen 
13) Melaksanakan tugas sebagai Anggota BAPERJAKAT. 
14) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Hukum 
15) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Pidana. 
16) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat 
17) Melaksanakan tugas sebagai HUMAS pada Pengadilan Negeri Makassar. 
18) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Perdata. 
d. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri 
1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta pengorganisaiannya. 
2) Memimpin Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri 
dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara 
dan administrasi umum. 
3) Menerbitkan SPM. Sebagai Kuasa Pengguna anggaran didasarkan pada 
alokasi dana yang tersedia dalam DIPA. 
4) Melaksanakan pembayaran tagihan atas beban Belanja Negara melalui 
SMP.LS yang disampaikam kepada KPPN. Dengan dilengkapi bukti-bukti asli. 
5) Bertanggung jawab atas Pengurusan berkas perkara putusan, dokumen, 
buku daftar, buku jurnal, buku register dan suira-surat / dokumen lainnya yang 
disimpan di kepaniteraan. 
6) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan 
perkara perkara, keuangan rutin dan keuangan titipan pihak ketiga ( Consinatie 
). 
7) Mengatur pembagian tugas bagi Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan, 
Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. 
8) Membuat salinan Putusan/Penetapan. 
9) Menanda tangani Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri dan surat-
surat lain yang menjadi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
10) Membuat dan menandatangani Akta : 
a) Pernyataan Permohonan (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) 
dan Akta Pencabutan (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) 
b) Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali dan Pemberitahuan untuk Inzage. 
c) Penerimaan memori, kontra memori Banding, kasasi dan 
Peninjauan Kembali. 
d) Penyampaian memori. Kontra memori : Banding, kasasi dan 
Peninjauan Kembali. 
e) Pemberitahuan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 
11) Mengirim berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK dalam 
tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 
12) Melaksanakan Sita Jaminan, sita Eksekusi. 
13) Melaksanakan isi Putusan yang dimohonlan eksekusi dan melaporkan 
pada Ketua Pengadilan Negeri Makassar. 
14) Mendistribusikannya surat-surat yang telah didisposisi Ketua 
Pengadilan kepada Unit pelaksana. 
15) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pimpinan. 
16) Melaksanakan tugas sebagai Anggota BAPERJAKAT. 
17) Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim Pengawas Absen. 
18) Menunjuk Panitera Pengganti untuk melaksanakan pesidangan 
secara bergantian. 
19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 
e. Tugas Panitera Pengganti 
1) Mencatat setiap data perkembangan perkara yang disidangkan pada agenda ( 
Court Calender Panitera Pengganti ). 
2) Membantu Hakim dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat 
jalannya sidang Pengadilan. 
3) Membantu Hakim dalam hal : 
a) Membantu penetapan hari sidang. 
b) Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum hari 
sidang berikutnya. 
c) Mengetik Putusan / Penetapan. 
4) Melaporkan perkembangan pekara kepada meja II ( petugas register ) setiap 
kali selesai sidang, untuk dicatat dalam register perkara hal-hal tentang 
perubahan hari sidang dan alasannya serta perkara yang sudah diputus berikut 
amarnya. 
5) Menandatangani Berita Acara persidangan bersama-sama dengan hakim 
Ketua Majelis, serta asli Putusan / Penetapan. 
6) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah 
selesai diminutasi 
7) Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan Panitera dan Panitera 
Muda. 
f. Wakil Panitera Pengadilan Negeri  
1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta pengorganisaiannya. 
2) Melaksanakan delegasi wewenang Panitera. 
3) Membantu Panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara. 
4) Melaksanakan tugas Panitera jika Panitera berhalangan. 
5) Melaksanakan Sita Jaminan (CB) eksekusi putusan perkara yang 
diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang 
ditentukan apabila Panitera berhalangan. 
6) Membuat dan menandatangani Akta apabila Panitera berhalangan : 
a) Pernyataan Permohonan (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) 
dan Akta Pencabutan (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) 
b) Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding, Kasasi dan PK dan 
Pemberitahuan untuk Inzage. 
c) Penerimaan memori, kontra memori : Banding, kasasi dan PK. 
d) Penyampaian memori. Kontra memori : Banding, kasasi dan 
Peninjauan Kembali. 
e) Pemberitahuan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua. 
g. Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri 
Uraian Tugas Panitera Muda Perdata adalah sebagai berikut:  
1) Membatu pimpinan dalam membuat program kerja tahunan, pelaksanaan 
dan pengorganisasian. 
2) Penanggung Jawab Pelaksanaan Tugas Kepaniteraan Perdata yang meliputi : 
a) Menerima pendaftaran perkara 
b) Melaksanakan Adminstrasi perkara 
c) Mengawasi pelaksanan tugas-tugas administrasi perkara 
d) Menanggapi dan memecahkan masalah di Kepaniteraan Perdata 
e) Menerima permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali 
f) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon. 
g) Membuat Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga) 
dan menyerahkan SKUM kepada pihak Penggugat atau Pemohon. 
h) Menaksir biaya perkara yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. 
i) Menyerahkan kembali surat Permohonan kepada pihak Pemohon. 
j) Memberikan penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan 
dengan perkara yang diajukan. 
k) Melaporkan kegiatan tugas kepada Panitera. 
h. Uraian Tugas pada Kepaniteraan Perdata 
1. Meja Pertama (I) 
a) Menerima Gugatan, Permohonan, Permohonan Banding, Permohonan 
Kasasi,Peninjauan Kembali dan Eksekusi serta Permohonan Somasi juga 
Permohonan 
b) Menerima Permohonan Perlawanan yang merupakan Verset terhadap 
Putusan Verstek yang tidak didaftar sebagai perkara baru. 
c) Menerima Permohonan Perlawanan oleh Pihak Ketiga (derden verset) 
yang didaftar sebagai perkara baru. 
d) Menerima Panjer Biaya Perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap 
3 (tiga). 
e) Menentukan besarnya panjar biaya perkara dengan mempertimbangkan 
jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak yang selanjutnya 
diserahkan kepada Panitera untuk dikoordinasikan sekaligus mendapat 
Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri agar proses persidangan yang 
berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara 
dengan lancar. 
f) Menyerahkan Surat Permohonan, Gugatan, Permohonan Banding, 
Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi 
dan Permohonan Somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada 
yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum 
dalam SKUM kepada pemegang Kas Pengadilan Negeri. 
2. Meja Kedua (II). 
a) Menerima dan mendaftar setiap perkara yang masuk ke dalam Buku 
Register Induk Perkara Perdata sesuai nomor perkara yang tercantum dalam 
SKUM/surat gugatan dan permohonan. 
b) Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar 
pada pemegang kas. 
c) Terhadap perkara Verzet tidak didaftar sebagai perkara baru sedangkan 
perkara Perlawanan Pihak ketiga ( derden verzet ) didaftar dalam perkara 
baru. 
d) Pemberian nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara 
dalam Buku Jurnal. 
e) Mengisi Buku Register setiap kolom dengan tertib dan cermat berdasar 
jalannya penyelesaian perkara. 
f) Melengkapi Berkas Perkara dengan Formulir Penetapan Majelis Hakim 
dan disampaikan kepada Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri melalui Panitera. 
g) Menyerahkan Berkas Perkara setelah ditetapkan Majelis Hakimnya dengan 
disertai Formulir Penetapan Hari Sidang kepada Majelis Hakim. 
h) Mencatat Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan 
beserta alasannya berdasarkan laporan dari Panitera Pengganti ke dalam Buku 
Register Perkara. 
i) Mencatat semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara 
Banding,Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi ke dalam register Induk 
yang bersangkutan. 
i. Uraian Tugas pada Kepaniteraan Perdata 
1) Mencatat register Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 
2) Pemberkasan perkara yang Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali Consinatie. 
3) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasannya. 
j. K A S 
1) Kas merupakan bagian Meja Pertama. 
2) Menerima dan membukukan uang panjer biaya perkara sebagaimana 
dalam SKUM pada bulan jurnal keuangan perkara yang bersangkutan. 
3) Pencatatan panjar perkara pada jurnal terhadap perkara tingkat 
pertama (Permohonan, Gugatan dan Somasi) nomor urut perkara harus sama 
dengan nomor halaman buku jurnal. 
4) Nomor tersebut sesuai dengan nomor perkara pada SKUM dan lembar pertama 
Surat Gugatan dan Permohonan. 
5) Mencatat perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Ekseskusi 
dalam SKUM dan Buku Jurnal dengan menggunakan nomor perkara awal. 
6) Mengeluarkan biaya administrasi, hak-hak kepaniteraan yang 
berupa pencatatan permohonan banding, Kasasi pada saat telah diterimanya 
panjar biaya perkara. 
7) Mengeluarkan biaya materai dan redaksi pada saat perkara diputus. 
8) Menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan yang besarnya dicatat dalam 
kolom 19 KI-A9 seminggu sekali kepada bendaharawan Penerima dengan 
dibubuhi tanggal serta tanda tangan dan nama Bendaharawan Penerima. 
9) Mencatat dengan tertib masing-masing Buku Jurnal baik Penerimaan 
maupun Pengeluaran yang diperlukan bagi penyelenggaraan Peradilan seperti 
ongkos- ongkos panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan 
setempat,sumpah penterjemah dan eksekusi. 
10) Kasir mencatat setiap hari Penerimaan dan Pengeluaran dalam Buku 
jurnal yang bersangkutan dan Buku Kas Bantu yang dibuat dalam rangkap 2 
(dua) yang masing-masing disimpan Kasir dan diserahkan kepada Panitera. 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
1. Hasil Penelitian  
Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentang penyelesaian sengketa tanah 
melalui jalur litigasi atau peradilan, jumlah kasus yang masuk khususnya di Pengadilan 




1. Januari 2013 berjumlah 6 kasus  
No No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi 
1 01/G/2013/PN.MKS 07/01/2013 Pertanahan 
2 02/G/2013/PN.MKS 18/01/2013 Pertanahan 
3 03/G/2013/PN.MKS 23/01/2013 Pertanahan 
4 04/G/2013/PN.MKS 25/01/2013 Pertanahan 
5 05/G/2013/PN.MKS 28/01/2013 Pertanahan 
6 06/G/2013/PN.MKS 29/01/2013 Pertanahan 
2. Februari 2013 berjumlah  
No No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi 
1 08/G/2013/PN.MKS 05/02/2013 Pertanahan 
2 09/G/2013/PN.MKS 06/02/2013 Pertanahan 
3 10/G/2013/PN.MKS 19/02/2013 Pertanahan 
4 12/G/2013/PN.MKS 25/02/2013 Pertanahan 
3. Maret 2013 berjumlah 7 kasus 
No No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi  
1 15/G/2013/PN.MKS 04/03/2013 Pertanahan 
2 16/G/2013/PN.MKS 05/03/2013 Pertanahan 
3 19/G/2013/PN.MKS 11/03/2013 Pertanahan 
4 20/G/2013/PN.MKS 14/03/2013 Pertanahan 
5 21/G/2013/PN.MKS 15/03/2013 Pertanahan 
6 22/G/2013/PN.MKS 20/03/2013 Pertanahan 
7 23/G/2013/PN.MKS 22/03/2013 Pertanahan 
 
 
4. April 2013 berumlah 7 kasus  
No No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi 
1 24/G/2013/PN.MKS 02/04/2013 Pertanahan 
2 25/G/2013/PN.MKS 03/04/2013 Pertanahan 
3 26/G/2013/PN.MKS 11/04/2013 Pertanahan 
4 27/G/2013/PN.MKS 11/04/2013 Pertanahan 
5 28/G/2013/PN.MKS 12/04/2013 Pertanahan 
6 29/G/2013/PN.MKS 15/04/2013 Pertanahan 
7 30/G/2013/PN.MKS 16/04/2013 Pertanahan 
8 32/G/2013/PN.MKS 29/04/2013 Pertanahan 
5. Mei 2013 berjumlah 8 kasus  
No No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi 
1 35/G/2013/PN.MKS 03/05/2013 Pertanahan 
2 36/G/2013/PN.MKS 06/05/2013 Pertanahan 
3 37/G/2013/PN.MKS 08/05/2013 Pertanahan 
4 38/G/2013/PN.MKS 10/05/2013 Pertanahan 
5 39/G/2013/PN.MKS 10/05/2013 Pertanahan 
 
 
6. Juni 2013 berjumlah 8 Kasus  
No No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi 
1 42/G/2013/PN.MKS 04/06/2013 Pertanahan 
2 43/G/2013/PN.MKS 04/06/2013 Pertanahan 
3 44/G/2013/PN.MKS 10/06/2013 Pertanahan 
4 45/G/2013/PN.MKS 11/06/2013 Pertanahan 
7 48/G/2013/PN.MKS 14/06/2013 Pertanahan 
8 49/G/2013/PN.MKS 17/06/2013 Pertanahan 
7. Juli 2013 berjumlah 5 kasus 
No No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi 
1 55/G/2013/PN.MKS 11/07/2013 Pertanahan 
2 56/G/2013/PN.MKS 16/07/2013 Pertanahan 
3 57/G/2013/PN.MKS 19/07/2013 Pertanahan 
4 59/G/2013/PN.MKS 23/07/2013 Pertanahan 
5 61/G/2013/PN.MKS 29/07/2013 Pertanahan 
8. Agustus 2013 berjumlah 3 kasus  
No No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi 
1 62/G/2013/PN.MKS 16/08/2013 Pertanahan 
2 63/G/2013/PN.MKS 26/08/2013 Pertanahan 




9. September 2013 berjumlah 13 kasus 
No No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi 
1 65/G/2013/PN.MKS 02/09/2013 Pertanahan 
2 66/G/2013/PN.MKS 11/09/2013 Pertanahan 
3 67/G/2013/PN.MKS 18/09/2013 Pertanahan 
4 68/G/2013/PN.MKS 18/09/2013 Pertanahan 
5 69/G/2013/PN.MKS 18/09/2013 Pertanahan 
6 70/G/2013/PN.MKS 18/09/2013 Pertanahan 
7 71/G/2013/PN.MKS 18/09/2013 Pertanahan 
8 72/G/2013/PN.MKS 18/09/2013 Pertanahan 
9 73/G/2013/PN.MKS 20/09/2013 Pertanahan 
10 74/G/2013/PN.MKS 20/09/2013 Pertanahan 
11 75/G/2013/PN.MKS 20/09/2013 Pertanahan 
12 79/G/2013/PN.MKS 26/09/2013 Pertanahan 
13 80/G/2013/PN.MKS 27/09/2013 Pertanahan 
10. Oktober 2013 berjumlah 7 kasus 
 No. Perkara Tanggal 
Masuk 
Klasifikasi 
1 84/G/2013/PN.MKS 08/10/2013 Pertanahan 
2 85/G/2013/PN.MKS 10/10/2013 Pertanahan 
3 86/G/2013/PN.MKS 10/10/2013 Pertanahan 
4 88/G/2013/PN.MKS 10/10/2013 Pertanahan 
5 89/G/2013/PN.MKS 10/10/2013 Pertanahan 
6 90/G/2013/PN.MKS 10/10/2013 Pertanahan 
7 92/G/2013/PN.MKS 10/10/2013 Pertanahan 
Sumber: Data kasus pertanahan, Peradilan Negeri Makassar Tahun 2013 
Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa selalu terdapat kasus kasus 
pertanahan setiap bulannya, khususnya di Pengadilan Negeri Makassar. Oleh Karena itu, 
kasus sengketa tanah pada dasarnya merupakan kasus yang secara continue harus 
diselesaikan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Apabila dirata-ratakan, jumlah kasus pertanahan yang masuk di Pengadilan 
Negeri Makassar, dapat mencapai + kasus setiap bulannya atau apabila dipresentasekan, 
dapat mencapai 10% setiap bulannya. 
Selanjutnya terdapat jumlah kasus sengketa tanah yang diputus tahun 2013:  
1. Januari 2013 berjumlah 9 kasus 
No. Perkara Tanggal 
Putus 
Klasifikasi 
38/G./2012/PN.MKS 10/1/2013 Pertanahan 
41/G./2012/PN.MKS 07/1/2013 Pertanahan 
42/G./2012/PN.MKS 16/1/2013 Pertanahan 
44/G./2012/PN.MKS 09/1/2013 Pertanahan 
46/G./2012/PN.MKS 17/1/2013 Pertanahan 
48/G./2012/PN.MKS 10/1/2013 Pertanahan 
50/G./2012/PN.MKS 17/1/2013 Pertanahan 
55/G./2012/PN.MKS 28/1/2013 Pertanahan 
61/G./2012/PN.MKS 28/1/2013 Pertanahan 
 
 
2. Februari 2013 berjumlah 5 kasus 
No. Perkara Tanggal 
Putus 
Klasifikasi 
39/G./2012/PN.MKS 07/02/2013 Pertanahan 
45/G./2012/PN.MKS 26/02/2013 Pertanahan 
51/G./2012/PN.MKS 20/02/2013 Pertanahan 
56/G./2012/PN.MKS 25/02/2013 Pertanahan 
62/G./2012/PN.MKS 14/02/2013 Pertanahan 
3. Maret 2013 berjumlah 2 kasus 
No. Perkara Tanggal 
Putus 
Klasifikasi 
68/G./2012/PN.MKS 05/03/2013 Pertanahan 
15/G/2013/PN.MKS 26/03/2013 Pertanahan 
4.  April 2013 berjumlah 7 kasus 
No. Perkara Tanggal 
Putus 
Klasifikasi 
52/G./2012/PN.MKS 01/4/2013 Pertanahan 
64/G./2012/PN.MKS 23/4/2013 Pertanahan 
65/G./2012/PN.MKS 23/4/2013 Pertanahan 
67/G./2012/PN.MKS 16/4/2013 Pertanahan 
74/G./2012/PN.MKS 10/4/2013 Pertanahan 
75/G./2012/PN.MKS 23/4/2013 Pertanahan 
76/G./2012/PN.MKS 03/4/2013 Pertanahan 
 
 
5. Mei 2013 berjumlah 6 kasus 
No. Perkara Tanggal 
Putus 
Klasifikasi 
72/G./2012/PN.MKS 06/5/2013 Pertanahan 
73/G./2012/PN.MKS 06/5/2013 Pertanahan 
78/G./2012/PN.MKS 21/5/2013 Pertanahan 
80/G./2012/PN.MKS 02/5/2013 Pertanahan 
81/G./2012/PN.MKS 16/5/2013 Pertanahan 
82/G./2012/PN.MKS 20/5/2013 Pertanahan 
Sumber : data kasus pertanahan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2013.  
Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 
bulan Mei 2013, terdapat + 29 kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar.  
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Jalur Litigasi di 
Kecamatan Mariso Kota Makassar 
Pada umumnya sengketa tanah khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar 
terjadi sebagai akibat tumpang tindihnya penggunaan tanah yang terkait dengan 
kebijakan pemerintah dalam pemenfaatan tanah, yaitu pemanfaatan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruangnya. Seperti pemberian izin oleh Pemerintah Daerah setempat 
untuk berdirinya sebuah pabrik, mall, atau perumahan di atas kebun atau sawah yang 
produktif, berdirinya pabrik di komplek perumahan, berdirinya mall di areal tempat 
peribadatan, berdirinya perumahan di tengah-tengah kawasan industri. 
Masalah kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan 
pertanahan, yaitu BPN, dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyimpangan 
terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam hal proses penerbitan sertifikat 
tanah, dan tercium berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga tidak heran apabila 
kita menemukan ada sertifikat tanah yang ganda atau sertifikat yang bukan atas nama 
pemiliknya yang sah menurut hukum, karena aparat pelaksana ini lebih memperhatikan 
kepentingan para pemilik modal daripada kepentingan pemilik tanah yang sah. 
Seiring dengan perjalanan waktu, kasus sengketa tanah di Kecamatan Mariso 
Kota makassar terkadang timbul sebagai akibat dari perubahan pola pikir masyarakat itu 
sendiri, karena masyarakat telah beranggapan bahwa tanah tersebut adalah sebagai asset 
pembangunan, maka pola pikir masyarakat kita telah berubah dalam hal penguasaan 
tanah ini, yaitu masyarakat tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi, 
seperti dijadikan ladang atau sawah, akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk 
investasi atau komodiatas ekonomi. 
Dengan adanya fenomena yang demikian, saat ini banyak masyarakat khususnya 
di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan Kota Makassar secara umum, cenderung untuk 
berbondong-bondong menginvestasikan dananya di bidang pertnahan. Apabila kita 
mempunyai dana kemudian dibelikan sebidang tanah dengan harga sekian, maka pada 
tahun berikutnya harga tanah tersebut cenderuk meningkat, dan kita belum pernah 
mendengar ada seseorang yang membeli tanah terus dijual lagi beberapa tahun kemudian 
dalam keadaan merugi.  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pejabat Tata Usaha 
Negara, bahwa dalam kasus sengketa tanah, di Kecamatan Mariso Kota Makassar, 
bahwa objek-objek sengketa bidang pertanahan biasanya berkaitan dengan:
31
  
a. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;  
b. Pengadaan tanah, baik untuk kepentingan umum atau kepentingan perusahaan 
swasta;  
c. Penguasaan atau pemilikan tanah yang melampaui batas maksimal, baik untuk 
kepntingan pertanian atau non-pertanian;  
d. Tumpang tindih penggunaan tanah untuk kepentingan pertanian, industri, 
perumahan, dan sebagainya ;  
e. Tidak adanya jaminan kepeastian hukum dan perlindungan hukum terhadap 
hak-hak rakyat atas tanah;  
f. Pengusahaan hutan dan pertambangan yang melanggar hak-hak adapt rakyat 
terhadap tanah . 
Mengingat sering timbulnya persengketaan di bidang pertanahan ini, maka salah 
satu cara untuk menghindari sengketa tanah ini, yaitu apabila terjadi suatu peralihan hak 
kepemilikan tanah, baik atas dasar jual-beli maupun hibah harus dipenuhi syarat formil 
dan syarat materiil. Syarat Formil, artinya harus ditempuh sesuai dengan prosedur dan 
syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, yaitu harus 
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 Wawancara oleh peneliti dengan Seorang Pejabat Peradilan Tata Usaha Negara di Makassar, Tanggal 
30Agustus 2013. 
dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum 
yang diTata Usaha Negarajuk, dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya, seperti 
diserahkannya sertifikat yang asli bagi tanah yang sudah bersertifikat, atau menyerahkan 
surat-surat bukti lainnya, seperti Surat Riwayat Tanah (Warkah), SPPT-PBB, IMB, 
Surat Leter C dari Desa. 
Syarat Materiil, artinya bahwa orang yang menjual tanah itu adalah orang yang 
berhak atas tanah yang akan dijualnya, dan orang yang membeli tanah itu adalah orang 
yang berhak untuk membeli hak atas tanah yang akan dibelinya, serta status tanah yang 
akan dijual itu tidak dalam keadaan sengketa dan boleh untuk diperjualbelikan. 
Dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan, ada dua macam cara yang 
dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pertama, melalui jalur “Litigasi“ 
atau peradilan dan kedua, melalui jalur “Non-Litigasi“ atau musayawarah. Jalur Non 
Litigasi ini adalah merupakan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan Sedangkan 
jalur Litigasi, adalah jalur peradilan.  
Apabila sengketa tanah itu diselesaikan melalui jalur Litigasi, maka lembaga 
peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan kompetensinya, 
yaitu melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), apabila sengketa tanah tersebut 
menyangkut hak kepemilikan atas tanah, melalui Peradilan Tata Usaha Negara, apabila 
menyangkut sengketa terhadap putusan Tata Usaha Negara Pejabat BPN, misalnya 
prosedur penerbitan sertifikat tanah. 
 
 
1) Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Umum  
Tahapan-tahapan penyelesaian dalam peradilan umum yaitu sebagai berikut:  
a. Tahap Administratif  
1) Penggugat memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang 
dan kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkara:  
a) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat  
b) Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan kedalam 
Pengadilan Negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugat 
tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang berhutang dan penjamin, 
maka tuntutan disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili 
sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu.  
c) Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau Tergugat tidak 
dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat 
domisili sang Penggugat atau salah seorang Penggugat. Atau apabila 
tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke 
dalam Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tersebut 
terletak.  
d) Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang telah 
disepakati oleh pihak Penggugat 
2) Penggugat membayar biaya perkara,  
3) Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara,  
4) Penggugat menerima nomor perkara (roll) 
b. Tahap Persiapan Sidang 
Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut 
dengan penetapan. Kemudian Hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang dengan 
penetapan dan memerintahkan panitera/jurusita untuk memanggil para pihak agar 
menghadap pada sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-
saksi serta bukti-bukti yang diperlukan.
32
 Pemanggilan dilaksanakan oleh Jurusita.  
Surat panggilan tersebut dinamakan exploit. Exploit beserta salinan surat gugat 
diserahkan kepada tergugat pribadi di tempat tinggal/diamnya.
33
 Jika tergugat tidak 
diketemukan, surat panggilan tersebut disampaik an kepada Lurah/Kepala Desa yang 
bersangkutan untuk diteruskan kepada tergugat.
34
 Apabila tempat tinggal/diam tergugat 
tidak diketahui, maka surat panggilan disampaikan kepada Bupati dan untuk selanjutnya 
surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama 
yang bersangkutan.
35
 Dalam Pasal 126 Het Herziene Inlandsch Reglement, memberi 
kemungkinan untuk memanggil tergugat yang tidak hadir sekali lagi sebelum perkaranya 
diputus oleh hakim. Setelah melakukan pemanggilan, jurusita harus menyerahkan relaas 
(risalah) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Pada 
hari sidang yang telah ditentukan, sidang pemeriksaan perkara dimulai. Selanjutnya dapat 
diikuti bahasan proses persidangan. 
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 Het Herziene Inlandsch Reglement, Pasal 121 Ayat (1)  
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 Het Herziene Inlandsch Reglement, Pasal 121 Ayat (2) jo. 390 Ayat (1)  
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 Het Herziene Inlandsch Reglement, Pasal 390 Ayat (1)  
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 Het Herziene Inlandsch Reglement, Pasal 390 Ayat (3)  
c. Proses Persidangan  
1) Susunan Persidangan  
Susunan persidangan berbentuk Majelis yang terdiri dari seorang ketua dan dua 
orang hakim anggota, dibantu seorang panitera/ panitera pengganti yang tugasnya 
mencatat jalannya persidangan.
36
 Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan 
dengan majelis hakim, posisi tergu gat di sebelah kanan dan penggugat di sebelah kiri. 
Apabila persidangan berjalan lancar, persidangan lebih kurang 8 kali, yaitu mulai sidang 
pertama (perdamaian) sampai putusan hakim.  
2) Sidang Pertama  
Setelah hakim membuka sidang dengan menyatakan Sidang dinyatakan terbuka 
untuk umum diikuti dengan ketukan palu, hakim mulai mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada penggugat dan tergugat untuk mencocokkan identitas para pihak. Jika 
yang hadir adalah kuasa dari para pihak, maka hakim mempersilahkan para pihak untuk 
meneliti surat kuasa khusus pihak lawan. Apabila tidak ditemukan adanya kekuarangan 
atau cacat pada surat kuasa, sidang dilanjutkan
37
 kemudian Hakim berupaya 
mendamaikan kedua belah pihak.
38
 Meskipun para pihak menjawab bahwa tidak 
mungkin damai karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah 
telah ditempuh, tidak berhasil, mediasi tetap wajib ditempuh.  
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 Het Herzien e Inlandsch Reglement, Pasal 123 Ayat 1  
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 Het Herziene Inlandsch Reglement, Pasal 130 Ayat (1) jo. PERMA Nomor 1/2008, Pasal 82 Undan g-
Undang Pokok Agraria 
3) Sidang Kedua (merupakan jawaban tergugat)  
Apabila para pihak dapat berdamai, ada dua kemungkinanyaitu mereka 
mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang. Apabila perdamaian dilakukan di 
luar sidang, hakim tidak ikut campur. Dan apabila perdamaian dilakukan di muka hakim, 
dibuatkan akta perdamaian. Jika tidak tercapai perdamaian, sidang dimulai dengan 
membacakan surat gugatan, kalau tergugat sudah siap dengan surat jawabannya, 
dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban sekurang 
kurangnya dibuat 3 lembar, untuk hakim (masuk dalam berkas perkara), untuk 
penggugat, dan untuk tergugat sendiri.
39
 Bersamaan dengan jawaban yang pertama itu 
pula tergugat dapat mengajukan:  
a) Eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi lainnya, khusus 
kompetensi absolut dapat diajukan setiap waktu pemeriksaan;
40
 
b) Gugatan rekonpensi.41 Jika dalam persidangan tingkat pertama tidak 
diajukan gugatan rekonpensi, maka pada tingkat banding tidak dapat 
diajukan.  
4) Sidang Ketiga (Replik)  
Penggugat menyerahkan replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat) 
sekurang-kurangnya rangkap 3 untuk hakim (masuk dalam berkas), tergugat, dan 
penggugat sendiri.  
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5) Sidang Keempat (Duplik)  
Tergugat menyerahkan duplik/tanggapan terhadap replik dari penggugat.  
6) Sidang Kelima (Pembuktian Dari Penggugat)  
Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat. Penggugat 
mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya dan melemahkan dalil 
tergugat, berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat berupa foto copy dan dicocokkan 
dengan aslinya oleh hakim maupun tergugat. Hakim memberi pertanyaan-pertanyaan 
yang dilanjutkan oleh tergugat, penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
tersebut.  
Dalam sidang perdata justru dalam pembuktian ini ada tanya jawab dan 
perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim. Apabila pembuktian belum selesai, 
dilanjutkan pada sidang berikutnya, bisa dua tiga kali atau lebih tergantung pada 




7) Sidang Keenam (Pembuktian Dari Tergugat)  
Dalam persidangan ini giliran tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti atau 
sidang pembuktian dari tergugat. Jalannya persidangan sama den gan sidang kelima, 
tanya jawab kebalikan dari sidang kelima. 
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8) Sidang Ketujuh (Penyerahan Kesimpulan)  
Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. 
Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan dari sidang-sidang tersebut.  
9) Sidang Kedelapan (Pembacaan Putusan) 
Sidang kedelapan ini dinamakan sidang putusan, hakim membacakan putusan 
dihadapan para tihak. Setelah selesai membaca putusan hakim mengetukkan palu dan 
para pihak yang tidak puas diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam 
tenggang waktu 14 hari terhitung dari hari berikutnya setelah dibacakan putusan. Bagi 
pihak yang tidak hadir, isi putusan itu harus diberitahukan kepadanya.
43
 
d. Upaya Hukum  
Sifat dan berlakunya upaya hukum berbeda tergantung apakah merupakan upaya 
hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. 
1. Upaya Hukum Biasa  
Upaya hukum ini pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang 
waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang. Upaya hukum ini bersifat menghentikan 
pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ini terbagi beberapa bagian: 
a) Perlawanan  
Perlawanan yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya 
tergugat. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. 
Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding.  
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b) Banding  
Banding yaitu pengajuan perkara kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk 
dimintakan pemeriksaan ulangan.  
c) Prorogasi  
Prograsi yaitu mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua 
belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa 
tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi.  
d) Kasasi  
Kasasi yaitu tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan 
hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi. 
Alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi adalah:  
1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,  
2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 
3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 
putusan yang bersangkutan.  
2. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali  
Peninjauan kembali yaitu peninjauan keputusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan syarat terdapat hal-hal atau keadaan yang 
ditentukan oleh Undang-Undang. 
 
 
2) Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama 
bagi rakyat pencari keadilan. Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang 
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang-orang atau badan hukum perdata 
dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun didaerah, sebagai 
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan 
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai sengketa kewenangan 
mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.  
Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menegakkan 
keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan 
pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Selain untuk memberikan pengayoman atau 
perlindungan hukum bagi masyarakat, ditegaskan pula bahwa keberadaan Pengadilan 
Tata Usaha Negara adalah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur 
di bidang Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, 
bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan 
hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.  
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, baik menurut Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2004 Tentang Perubahannya adalah dalam kerangka Negara Hukum Indonesia.  
Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha 
Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku 
kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945.  
Adapun Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa di Peradilan:  
a. Karakteristik Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara  
Sumber Hukum Formilnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mulai dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 132. 
Untuk mengantarkan pada pembahasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa Tata 
Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal 
yang merupakan ciri Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pembeda 
dengan Peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum (Perdata).  
Ciri khas hukum acara peradilan tata usaha negara terletak pada asas-asas hukum yang 
melandasinya, yaitu:  
1) Asas praduga rechmatig. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan 
penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Dengan 




2) Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini 
berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata;  
3) Asas keaktifan hakim (dominus litis). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk 
mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat Tata Usaha 
Negara sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata; 
4) Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “erga omnes”. Sengketa 
Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan 
pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para 
pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan Pasal 83 tentang 
intervensi bertentangan dengan asas “erga omnes”.45 
b. Proses Pemeriksaan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara  
1) Pemanggilan Para Pihak 
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa 
dilakukan secara administratif yaitu dengan surat tercatat yang dikirim oleh panitera 
pengadilan. Pemanggilan tersebut mempunyai aturan sebagai berikut:  
a) Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-
masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat
46
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b) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 
hari kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara
47
 
2) Kewajiban Hakim 
Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Mengadakan 
pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Menjaga supaya 
tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan perintahnya dilaksanakan 
dengan baik. Kemudian hakim dapat mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 
hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami 
atau istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang hakim anggota atau menanyakan 
identitas saksi-saksi.
48




3) Terhadap Pihak Ketiga  
Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 selama pemeriksaan 
berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang 
diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, 
maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan 
bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah 
satu pihak yang bersengketa dan apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau 
diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga 
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tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan 




4) Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan  
Tenggang waktu mengajukan gugatan, dibatasi hanya dalam tenggang waktu 90 
hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara.
51
  
c. Prosedur Pengajuan Gugatan  
Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan. Gugatan di 
Peradilan Tata Usaha Negara diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang 
merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha 
Negara. Oleh karenanya unsur adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan merupakan 
hal yang sangat penting dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.  
Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 
Nomor 5 Tahun 1986 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1), dimana orang atau 
badan hukum yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat 
mengajukan gugatan, dari ketentu an Pasal 53 ayat (1) ini menjadi dasar siapa yang 
bertindak sebagai Subjek Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Orang atau 
Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata 
Usaha Negara. 
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Selanjutnya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 
Pasal 53 ayat (2) menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah 
keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik. Suatu gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara harus memuat hal-hal yang merupakan syarat formil suatu gugatan 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 yaitu nama, kewarganegaran, tempat tinggal 
dan pekerjaan penggugat dan tergugat beserta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk 
diputuskan oleh pengadilan.  
Menurut Pasal 54 ayat (1) gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan secara 
tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman Tergugat. Gugatan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan 
itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Apabila 
Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak 
dalam satu daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan pada 
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam 
daerah hukum pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan diajukan kepada 
pengadilan tempat kedudukan Penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang 
bersangkutan.  
Sedangkan apabila Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, gugatan 
diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan apabila Tergugat 
berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat diluar negeri, gugatan diajukan kepada 
Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan Tergugat.  
Salah satu kekhususan di Peraturan juga berkaitan dengan fungsi Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara yang bukan saja sebagai pengadilan tingkat banding, akan 
tetapi juga mempunyai fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama seperti halnya 
Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terjadi apabila sengketa Tata Usaha Negara 
tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 
Tahun 2004, yaitu yang mengatur tentang upaya banding administratif. disebutkan dalam 
Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004:  
“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48”.  
Berhubung sengketa Tata Usaha Negara selalu berkaitan dengan keputusan Tata 
Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan dikaitkan pula dengan waktu 
dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan. Pasal 55 menyebutkan bahwa : Gugatan 
dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat 
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan Dalam hal gugatan didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 (Keputusan Fiktif-Negatif), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu, 
dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan 
yang bersangkutan. Seandainya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya 
tidak menentukan tenggang waktu Keputusannya, maka dihitung sejak lewatnya 
tenggang waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang 
bersangkutan. Bilamana tenggang waktu tersebut diatas telah lewat, maka hak untuk 
menggugat menjadi gugur karena telah daluarsa.  
Diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak 
menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara, serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Namun 
demikian Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Surat 
Keputusan yang digugat tersebut ditunda pelaksanaannya selama proses berjalan, dan 
permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila adanya alasan yang 
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. 
d. Pemeriksaan di persidangan  
1) Pemeriksaan Pendahuluan.  
Berbeda dengan peradilan lainnya, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai 
suatu kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa, yaitu adanya tahap Pemeriksaan 
Pendahuluan.  
Pemeriksaan Pendahuluan atau rapat permusyawaratan/Proses Dismissal. disebut 
juga dengan Proses Dismissal atau tahap penyaringan yang merupakan wewenang Ketua 
Pengadilan. Dalam proses dismissal ini Ketua Pengadilan, setelah melalui pemeriksaan 
administrasi di kepaniteraan, memeriksa gugatan yang masuk. Apakah gugatan tersebut 
telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata 
Usaha Negara dan apakah memang termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara 
untuk mengadilinya. Dalam proses dismissal Ketua Pengadilan berwenang memutuskan 
dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa 
gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, apabila:  
a. Pokok gugatan, yaitu fakta yang dijadikan dasar gugatan, nyata-nyata tidak 
termasuk wewenang Pengadilan.  
b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi 
oleh penggugat sekalipun ia telah diperingatkan.  
c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.  
d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.  
e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Penetapan 
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai hal ini diucapkan dalam 
rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan 
memanggil kedua belah pihak. Terhadap penetapan ini dapat diajukan 
perlawanan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan 
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah diucapkan. 
Perlawanan tersebut harus dengan memenuhi syarat-syarat seperti gugatan 
biasa. Perlawanan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan 
acara singkat, yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Apabila perlawanan 
tersebut diterima atau dibenarkan oleh Pengadilan yang bersangkutan 
melalui acara singkat, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha 
Negara yang diambil dalam rapat permusyawaratan tersebut dinyatakan 
gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan 
diselesaikan menurut acara biasa.  
 Terhadap putusan pengadilan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya 
hukum seperti banding dan kasasi, karena putusan tersebut dianggap sebagai putusan 
tingkat pertama dan terakhir, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.  
2) Pemeriksaan Persiapan  
Pemeriksaan persiapan diadakan mengingat posisi Penggugat di Peradilan Tata 
Usaha Negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang diasumsikan mempunyai 
kedudukan lemah dibandingkan dengan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara 
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam posisi yang lemah tersebut sangat sulit 
bagi Penggugat untuk mendapatkan informasi dan data yan g diperlukan untuk 
kepentingan pen gajuan gugatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
digugat.  
Pemeriksaan Persiapan dilakukan di ruang tertutup bukan di ruang persidangan 
yang terbuka untuk umum. Dalam Pemeriksaan Persiapan Hakim wajib dan berwenang:  
a. Memberikan nasehat atau arahan-arahan kepada Penggugat untuk 
memperbaiki gugatannya dan melengkapi surat-surat atau data-data yang 
diperlukan dalam tenggang waktu 30 hari.  
b. Meminta penjelasan kepada pihak tergugat mengenai segala sesuatu yang 
mempermudah pemeriksaan sengketa di persidangan. Apabila jangka waktu 
30 hari yang ditetapkan untuk memperbaiki gugatannya tersebut tidak 
dipenuhi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan 
yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan 
atas putusan tersebut tidak ada upaya hukum, namun masih dapat diajukan 
gugatan baru.  
3) Pemeriksaan Tingkat Pertama  
Pemeriksaan di tingkat pertama pada umumnya dilakukan di Pengadilan Tata 
Usaha Negara, terkecuali untuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan, sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya 
administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 UU Peradilan Tata Usaha 
Negara, maka pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara. Pemeriksaan ditingkat pertama ini dapat dilakukan melalui dua cara:  
a. Pemeriksaan dengan acara biasa.  
b. Pemeriksaan dengan acara cepat.  
4) Putusan Pengadilan  
Dalam hal pemeriksaan sengketa telah selesai, mulai dari jawab menjawab, 
penyampaian surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, maka selanjutn 
ya para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan yang merup akan 
pendapat akhir para pihak yang bersengketa. Setelah kesimpulan disampaikan, kemudian 
hakim menunda persidangan untuk bermusyawarah guna mengambil putusan. Putusan 
pengadilan yang akan diambil oleh hakim dapat berupa:  
a. Gugatan ditolak;  
b. Gugatan dikabulkan;  
c. Gugatan tidak diterima;  
d. Gugatan gugur.  
Terhadap gugatan yang dikabulkan, maka pengadilan akan menetapkan 
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara selaku Tergugat, yaitu berupa (Pasal 97 ayat (9)) :  
1) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.  
2) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersan gkutan dan 
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.  
3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan 
pada Pasal 3.  
Disamping kewajiban-kewajban tersebut pengadilan juga dapat membebankan 
kewajiban kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi dan pemberian rehabilitasi dalam 
hal menyangkut sengketa kepegawaian.  
e. Upaya Hukum  
1) Upaya Hukum Banding  
Terhadap para pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan pada 
tingkat pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 1986 terhadap 
putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dimintakan pemeriksaan banding 
oleh Pen ggu gat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya 
yang khusus diberi kuasa untuk itu, kepada Peradilan Tata Usaha Negara yang 
menjatuhkan putusan tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah 
putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan secara patut.  
Selanjutnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah permohonan 
pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa 
mereka dapat melihat berkas perkara di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mereka menerima 
pemberitahuan tersebut. Para pihak dapat menyerahk an memori atau kontra memori 
banding, disertai surat-surat dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara 
yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa salinan memori dan kontra memori banding 
diberikan kepada pihak lawan dengan perantara Panitera Pengadilan. Pemeriksaan 
banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan sekurang-kurangnya terdiri 
dari 3 (tiga) orang hakim.  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan 
Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pen gadilan Tinggi tersebut dapat 
mengadakan sendiri untuk pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata 
Usaha Negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan. Setelah 
pemeriksaan di tingkat banding selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara yang bersangkutan, maka Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
yang bersangkutan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan 
Pengadilan Tinggi tersebut beserta surat-surat pemeriksaan dan surat-surat lain kepada 
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan 
selanjutnya meneruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  
Mengenai pencabutan kembali suatu permohonan banding dapat dilakukan setiap 
saat sebelum sengketa yang dimohonkan banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara. Setelah diadakannya pencabutan tersebut permohonan pemeriksaan 
banding tidak dapat diajukan oleh yang bersangkutan, walaupun tenggang waktu untuk 
mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.  
2) Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.  
Terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat dilakukan upaya hukum 
Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan ditingkat Kasasi diatur dalam Pasal 131 
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan 
tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan 
kasasi kepada Mahkamah Agung. Untuk acara pemeriksaan ini dilakukan menurut 
ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Mahkamah Agung. 
Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, pemeriksaan 
kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan dilingkungan Pengadilan Agama atau 
oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut 
ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian sama halnya dengan ketiga peradilan 
yang lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, maka 
Peradilan Tata Usaha Negara juga berpuncak pada Mahkamah Agung.  
Sementara itu apabila masih ada diantara para pihak masih belum puas terhadap 
putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, maka dapat ditempuh upaya 
hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan 
Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 132 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang 
menyebutkan bahwa:  
Ayat (1): “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dapat diaju kan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.”  
Ayat (2): “Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dilakukan menurut ketentuan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung.”  
f. Pelaksanaan Putusan Pengadilan  
Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap artinya bahwa terhadap putusan tersebut telah tidak ada lagi upaya hukum, atau 
dapat juga masih ada upaya hukum akan tetapi oleh para pihak upaya hukum tersebut 
tidak ditempuh dan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.  
Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur dalam Pasal 116 s/d 119 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian 
sebelumnya, dengan lahirnya Undang-Undan g Nomor 9 Tahun 2004, putusan Peradilan 
Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan eksekutabel. Hal ini dikarenakan adanya 
sanksi berupa dwangsom dan sanksi administratif serta publikasi terhadap Badan 45 atau 
Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan Peradilan 
Tata Usaha Negara. 
3. Factor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur 
litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar 
Pada dasarnya setiap sengketa dalam upaya penyelesaiannya harus melalui jalur 
peradilan/litigasi. Telah diketahui bahwa litigasi adalah proses dimana seorang individu 
atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian 
tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Namun, dalam menyelesaikan sengketa 
melalui jalur litigasi/peradilan khususnya kasus sengketa tanah di Kecamatan Mariso 
Kota Makassar, terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya.  
Adapun beberapa factor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah di 
Kecaatan Mariso Kota Makassar melalui jalur litigasi/peradilan adalah: 
1. Kurangnya kepastian hukum (karena terdapat hierarki pengadilan di Indonesia 
yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika 
Pengadilan Negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, 
pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau 
kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa 
berkekuatan hukum tetap) 
2. Hakim yang “awam” (pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis 
hukum. namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai 
oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para 
pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini 
akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. 
Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena 
hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak 
perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut.) 
3. Dalam menyelesaikan sengketa, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang 
menyelesaikan secara litigasi akan membutuhkan biaya dan waktu yang besar. 
Selain itu, putusan yang diambil oleh hakim belum tentu benar-benar adil, karena 
hakim hanya biasanya memiliki pengetahuan umum atas suatu perkara. Putusan 
yang dihasilkan di Pengadilan Negeri masih dapat diajukan banding ke 
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Itulah sebabnya penyelesaian secara 





































A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, disimpulkan: 
1. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di Kecamatan 
Mariso Kota Makassar dapat dilakukan melalui Peradilan Umum dan 
Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa 
tanah di Peradilan Negeri Makassar adalah:  
a. tahap administratif (memasukkan gugatan, membayar biaya perkara dan 
menerima nomor perkara (roll) 
b. Tahap Persiapan Sidang (terdiri dari seorang ketua/hakim dan dua orang 
hakim anggota yang dibantu oleh panitera/panitera pengganti, siding 
pertama terbuka untuk umum, siding kedua mendengarkan jawaban 
tergugat, siding ketiga replik dari penggugat, siding keempat duplik dari 
tergugat, siding kelima pembuktian dari penggugat, siding keenam 
pembuktian dari tergugat, penyerahan kesimpulan dan pembacaan putusan.  
c. Upaya Hukum yang terbagi atas 2 yakni upaya hukum biasa (banding, 
prorograsi dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan 
kembali/PK). 
Sedangkan mekanisme sengketa tanah litigasi yang melalui Peradilan Tata 
Usaha Negara adalah : 
 
a. Pemanggilan para pihak; 
b. Pengajuan gugatan oleh penggugat; 
c. Pemeriksaan pendahuluan; 
d. Pemeriksaan persiapan; 
e. Pemeriksaan tingkat pertama (pemeriksaan dengan acara cepat dan 
pemeriksaan dengan acara singkat); 
f. Putusan pengadilan Tata usaha Negara (ditolak, dikabulkan, tidak 
diterima, gugur dan dismissal); 
g. Upaya hukum (banding, kasasi dan Peninjauan Kembali/PK); 
h. Pelaksanaan Putusan. 
2. Factor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di 
Kecamatan Mariso Kota Makassar adalah: 
a. Kurangnya kepastian hukum; 
b. Hakim yang “awam” (pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua 
jenis hukum); 
c. Dalam menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa tanah pihak-pihak 
yang terlibat dalam sengketa yang menyelesaikan secara litigasi akan 
membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. 
B. Saran  
Saran yang dapat diberikan bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah, 
sebaiknya menggunakan Solusi ADR (Alternative Dispute Resolution) yang meliputi, 
negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. 
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